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BAB III

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT KUHP
1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dlam pelaksanaan perlindungan anak.

Hukum itu sendiri merupakan rangkaian peraturan–peraturan mengenai tingkah laku orang–orang sebagai anggota masyarakat. Dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tatatertib di dalam masyarakat. Arif sidharta menyatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum poitif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (Substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (KUHP) yang merupakan Hukum Pidana Umum dan tersebar dalam berbagai undang–undang tentang hal–hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Khusus seperti : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undanag–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Dalam hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/benda hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan merumuskan norma–norma perbutan yang dilarang, namun dipihak lain hukum pidana menyerang kepentingan hukum/benda hukum dan HAM seseorang dengan menggunakan sanksi karena pelanggaran norma–norma yang dilarang tersebut. Seperti halnya dalam tindakan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma–norma hukum maupun norma–norma dalam masyarakat.

Dengan adanya pelanggaran terhadap norma–norma yang ada dalam hukum dan masyarakat maka perlu adanya sanksi bagi si pelanggar norma–norma tersebut. Rad bruch mengemukakan ada 3 (tiga) aspek dari idea hukum, yaitu kepastian hukum (rechtsicherheit), kegunaan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).
 Kepastian hukum merupakan kehendak setip orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan daa tututan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hokum akan ditindak dan dikenai sanksi menurut hukum.
 Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan aturan hukum atau keputusan–keputusan hukum secara sah.

2. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut KUHP
Dalam suatu tindakan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan pelanggaran norma–norma hukum yang bagi si pelakunya dapat dituntut secara hukum pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat para pelaku eksploitasi ekonomi atau seksual yang berperan sebagai “ Mucikari “ yaitu terdapat dalam Pasal 296 KUHP : “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Bagi para pengguna jasa pelacuran anak yang merupakan bentuk dari eksploitasi seksual terhadap anak, dapat dijerat dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP : “ Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Namun seseorang dapat dijerat dengan pasal ini, bila adanya pengaduan dari korban. Selain pasal ini terdapat juga Pasal 293 ayat (1) KUHP : ” Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dalam pasal ini pun penuntutan dilakukan hanya bila terdapat pengaduan dari korban atas dirinya.

Aturan–aturan yang dapat menjerat para mucikari dan para lelaki hidung belang dalam KUHP hanya dapat diproses secara hukum apabila adanya pengaduan dari korban maupun keluarga korban (yang merasa dirugikan). Ini berarti tindak kejahatan pengekploitasian seksual terhadap anak merupakan delik aduan. Dalam delik aduan proses hukum tidak akan berjalan walaupun diketahui adanya tindak kejahatan atau pelanggaran tehadap undang–undang tanpa adanya pengaduan atas kejahatan tersebut dari pihak yang dirugikan (korban). Selain itu dalam delik aduan selalu ada batas waktu pengaduan dari peristiwa itu terjadi sampai 6 (enam) bulan, bila bertempat tinggal di Indonesia dan 12 (dua belas) bulan bila bertempat tinggal di luar Indonesia. Sehingga bila korban tidak melakukan pengaduan dalam batas waktu yang di tentukan dalam undang–undang, maka dianggap daluwarsa, yang berarti bahwa pihak yang dirugikan tidak dapat lagi melaporkan tindak kejahatan yang dialami. Namun dalam Pasal 293 batas waktu pengaduan sampai 9 (Sembilan) bulan bagi yang tinggal di Indonesia dan 12 (dua belas) bulan bagi yang tinggal di luar Indonesia.

Hal ini sungguh sangat tidak seimbang dengan kerugian yang dialami anak korban eksploitasi seksual, karena begitu banyaknya hak–hak yang seharusnya di dapat malah terabaikan. Belum lagi bagi korban kejahatan ini, pertumbuhan mental dan psikis anak akan terganggu. Karena apa yang telah dialami anak korban kejahatan ini akan memiliki rasa trauma dalam dirinya. Oleh karenya sungguh sangat tidak relevan bila tindak kejahatan ini di masukkan ke dalam delik aduan, bahkan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan. Ini dapat mengakibatkan semakin banyaknya orang–orang yang tidak jera untuk melakukan pengeksploitasian terhadap anak. Bahkan yang lebih mengerikan bila dengan sanksi yang ringan itu, sehingga diabaikan oleh orang–orang yang berkepentingan dalam tindak kejahatan ini. Karena itu, perlu adanya undang–undang khusus tentang perlindungan anak. Hal ini untuk memperjelas bagaimana kedudukan seorang anak berikut hak–hak yang harus dipenuhi, serta siapa saja yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas perlindungan anak.

3. Kebijakan Penanggulangan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Dalam penanggulangan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, perlu adanya keseriusan bertindak yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Mulai dari polisi, jaksa, bahkan sampaipada pengadilan. Karena dengan keseriusan dan penegakan hukum yang benar atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengurangi terjadinya tindakan itu. Karena bila hukum sudah benar–benar ditegakkan, pasti orang–orang yang mau melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk melakukannya. 

Ada contoh kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang saya dapat, dengan ini dapat dilihat bagaimanakan penegak hukum melakukan tugasnya dalam upayanya menegakkan hukum atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam Berkas Perkara Nomor: BP/III/2008/SERSE tanggal 5 Maret 2008 yang penangkapannya dilakukan sekitar jam16.00 WIB, tempat kejadian di Wisma Lestari kawasan lokalisasi moroseneng, dengan tersangka 1. Abdul Ghalim (Mucikari), 2. Lastri (Broker) modus pelaku dalam mencari sasaran yaitu menjanjikan pekerjaan kepada Sita Maya Sari (14 tahun, Korban) sebagai kasir di cafe, dengan fasilitas gaji, sepeda motor, HP dan uang jajan
. Ternyata korban di jual oleh Lastri kepada Abdul Ghalim di Wisma Lestari sebagai PSK. Setelah korban bekerja selama enam hari, korban berhasil kabur dan melapor beserta ibunya nyonya Sulami. Yang kemudian dalam proses penyelidikan, tersangka terbukti telah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur yang mana pada saat itu Sita masih berumur 14 tahun. Sehingga para tersangka terjerat Pasal 88 UUPA dengan subsider Pasal 55 jo 296 jo 297 KUHP. Analisis Yuridis dari masing –masing pasal, sebagai berikut :

Pasal 88 UUPA :

· Barang siapa dalam unsur Pasal ini adalah Lastri alamat Tambak Asri GG 13/08 Surabaya dan Abdul Ghalim alamat Jalan Raya Moroseneng Benowo Surabaya ( Wisma Lestari ).
· Mengeksploitasi anak untuk dijadikan PSK dalam hal ini saudara Lastri dan Abdul Ghalim menjadikan anak yang belum dewasa untuk dijadikan sebagai pelacur di lokalisasi Moroseneng Benowo Surabaya.
· Menguntungkan diri sendiri dalam hal ini saudara Lastri dan Abdul Ghalim menjual saudara Sita untuk dijadikan PSK dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi.

Pasal 55 KUHP :
· Barang siapa dalam unsur Pasal ini adalah Lastri alamat Tambak Asri GG 13/08 Surabaya dan Abdul Ghalim alamat Jalan Raya Moroseneng Benowo Surabaya ( Wisma Lestari ).
· Turut serta, membujuk atau menyuruh orang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini Saudara Lastri membujuk anak yang belum dewasa untuk dipekerjakan di cafe di daerah Moroseneng, akan tetapi ternyata semua tidak benar yang selanjutnya oleh saudara Lastri malah dijual kepada saudara Abdul Ghalim untuk dijadikan PSK.

Pasal 296 KUHP :

· Barang siapa dalam unsur Pasal ini adalah Lastri alamat Tambak Asri GG 13/08 Surabaya dan Abdul Ghalim alamat Jalan Raya Moroseneng Benowo Surabaya (Wisma Lestari).

· Menjadikan mata pencaharian untuk memudahkan orang berbuat cabul dalam hal ini Lastri yang mencari sasaran yang kemudian di jual kepada Abdul Ghalim untuk menjadi PSK yang kemudian menjual Sita kepada laki-laki hidung belang dan uang yang dihasilkan untuk kepentingan pribadi.
Pasal 297 KUHP :

· Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, dalam hal ini Lastri menjual Sita kepada Abdul Ghalim yang kemudian dijadikan PSK dan dijual kepada laki–laki hidung belang.

Dari analisis yuridis diatas jelas sudah bahwa Lastri dan Abdul Ghalim telah memenuhi unsur–unsur yang terkandung dalam tiap-tiap Pasal yang dijeratkan kepada para tersangka. Dari keterangan yang saya terima dari Polsek Benowo, kasus ini telah mendapat putusan pengadilan. Bagi para tersangka dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. 
Dari contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa Pasal–Pasal dalam KUHP masih berlaku sampai sekarang dalam menangani kasus eksploitasi seksual terahadap anak, namun sebagai Pasal Subsider dalam tuntutan. Karena telah adanya Undang–Undang khusus mengenai perlindungan anak. Meskipun telah memiliki UUPA sebagai Undang–Undang khusus, namun masih kurang sempurna dalam menangani masalah yang mengandung unsur–unsur eksploitasi seksual terhadap anak. Karena pada kenyataannya, Pasal 88 saja yang dapat menjerat pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Di dalam Pasal tersebut juga masih banyak celah, karena tidak memiliki kejelasan tentang unsur apa yang menyebutkan bahwa tindakan itu merupakan tindak pidana eksploitasi. Selain itu juga tidak terdapat sanksi minimal yag dapat dijadikan sebagai unsur jera. Karena dengan tidak adanya sanksi minimal mengakibatkan kemungkinan yang meringankan bagi terdakwa. 

Pasal–Pasal yang terdapat dalam KUHP pun juga masih sangat meringankan bagi terdakwa, karena memiliki sanksi–sanksi yang sangat ringan bagi pelaku eksploitasi saeksual terhadap anak. Hal ini yang mengakibatkan masih tingginya tingkat kejahatan terhadap anak, terutama dalam hal tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam contoh diatas jelassudah unsur–unsur yang membuktikan bahwa telah terjadi tindakan eksploitasi seksual terhadap Sita yang dilakukan oleh Lastri dan Abdul Ghalim. Karena Sita yang masih berusia 14 tahun telah dijual oleh Lastri kepada Abdul Ghalim di wisma Lestari dengan bujukan janji diberi kerja sebagai kasir di Cafe. Namun pada kenyataannya Sita dijual sebagai PSK di wisma Lestari. 

Unsur–unsur tersebut sudah sangat jelas bahwa adanya tindakan eksploitasi seksual terhadap Sita yang masih anak–anak menurut UUPA. Dalam Pasal 88 seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman pidana maksimal selama 10 tahun, namun menurut iformasi yang saya dapat dari Polsek Benowo para terdakwa hanya dijatuhi vonis pidana 4 tahun saja. Hal ini jauh lebih ringan dari tuntutan yang seharusnya. 

Meskipun UUPA dan KUHP telah mengancam hukuman penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah trafficking terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya UU khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana trafficking yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan trafficking belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafficking.
Undang–Undang khusus Trafficking telahdi sahkan pada tahun 2007, namun pada kenyataannya sampai pada  kasus Sita yang di perjual belikan diwisma Lestari pada tahun 2008 belum juga Undang–Undang ini digunakan untuk menjerat para pelaku tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Padahal unsur–unsurnya juga dapat di masukkan pada tindak pidana trafficking. Sungguh sangat disayangkan, karena jika kasus ini di masukkan dalam tindak pidana trafficking pasti sanksi pidana yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan pidana yang lebih berat dan dapat lebih memiliki unsur jera. 

Beberapa Pasal dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Peradagangan Orang (UU PTPPO) yang dapat menjerat para pelaku dalam kasus Sita yaitu 
Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahguanaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan meneksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah).
Pasal 12 :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,dan Pasal 6.

Pasal 17 :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadapanak maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Dari contoh beberapa Pasal dari UU PTPPO di atas dapat dilihat adanya perbedaan sanksi yang lebih berat, karena dalam UU PTPPO selain ada sanksi pidana penjara minimal juga ada pidana denda minimal serta maksimal yang dapat lebih memberatkan. Selain itu dalam UU PTPPO ada unsur-unsur yang jelas mengenai tindakan–tindakan yang bagaimana yang dapat disebut sebagai perbuatan tindak pidana trafficking yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi/ seksual terhadap anak. 
Meskipun Indonesia sudah memiliki undang–undang yang dapat memidanakan pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, tetap diperlukan keseriusan pemerintah pusat dan daerah menanggulangi masalah ini. Strategi yang dapat dilakukan adalah : 

a. Penegakan Hukum atas tindakan Eksploitasi Seksual 

Enegakan hukum atas tindakan eksploitasi ekonomi ini sangat perlu agar Konvensi–Konvensi Internasional yang ada, terutama yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia perlu di tindak lanjuti dengan peraturan khusus tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Lalu dari peraturan tersebut dapat dibuat peraturan daerah, asalkan peraturan daerah (Perda) tidak bertentangan dengan konvensi atau undang–undang yang meratifikasi Konvensi Internasional tersebut.

Upaya penegakan hukum atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak sangatlah penting untuk segera dibenahi. Perilaku aparat pemerintah yamg sangat korup juga perlu dihukum. Di mata hukum jelas mereka telah bersalah, baik dari menerima suap maupun melakukan pemalsuan data dan identitas seseorang. Adanya aparat hukum yang menjadi konsumen dari praktik eksploitasi seksual terhadap anak (pelacuran) juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menjijikkan dan sangat tidak bermoral dari aparat. Karena itu, perlu keterbukaan dan ketegasan dari pemerintah untuk menindak aparatnya yang benar–benar telah melakukan pelanggaran karena apa yang telah mereka lakukan sebenarnya telah mencoreng nama baik Indonesia di muka dunia. 

Penegakan hukum atas segala keterlibatan siapapun atas tindakan eksploitaasi seksual, baik itu aparat, orang tua, masyarakat, maupun korporasi atau lembaga sekalipun harus ditindak lanjuti dalam proses hukum yang jelas dan tanpa pilih kasih. Sehingga praktik–praktik eksploitasi ini dapat berkurang bahkan bila perlu ditiadakan, karena adanya aparat yang jujur, tegas dan bijak serta peraturan yang dijunjung tinggi dan ditegakkan dengan baik dan benar.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Peningkatan sumberdaya manusia yang saya maksud disini tidak hanya dari aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum disamping perlunya meningkatkan integritas moral mereka, diperlukan juga peningkatan profesionalisme kerja.

Strategi peningkatan SDM aparat penegak hukum dapat ditempuh minimal melalui peningkatan pendidikan formal berjangka, melalui kegiatan ilmiah berkala, melalui pengayaan mandiri yang berkaitan dengan bidang tugas dan menjalin kerjasama dengan institusi perguruan tinggi.

Peningkatan sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak/remaja dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal, pelatihan keterampilan,dan sebagainya. Upaya pengembangan sumber daya manusia agar memahami masalah eksploitasi seksual dapat dilakukan dengan cara sosialaisasi dan kampanye segala produk hukum yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak (Perlindungan Anak), serta dampak negative yang dapat diderita oleh anak secara kesehatan jasmaniah dan psikis anak, baik melalui jalur sekolah, aparat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan, maupun lembaga swadaya masyarakat.

c. Membangun Kerjasama dan Koordinasi 

Pendekatan dari seluruh sektor sangat diperlukan untuk menanggulangi praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Komunikasi dari bawah untuk mengakomodasi aspirasi atau kehendak sangat diperlukan agar nantinya ada manajemen yang terbuka, jelas, dan akses informasi dapat dijangkau guna pengembangan masyarakat sipil.

Kerjasama dan koordinasi ini harus dilakukan dari tingkat internasional dan regional, baik secara bilateral maupun multilateral.oleh karena itu untuk membangun kerjasama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan kemauan atau political will dari pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, dalam memberantas dan menanggulangi praktik eksploitasi seksual terhadap anak.
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